
Mengingat : I. Unaang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daeran Kabupaten Oalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita 
Negaca Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupa:en 
Purwa,arta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentu!<an Daerah·Daerah 
Kabupaw, Da am Ungkungan Provins, Jawa Barat (lembaran Negara 
Repub! • IndOnes,a Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
'lega,a Re;,ublk (ndonesia Nomor 2851); 

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, 
perubanannya tersebut perlu drtetapkan kembau dengan Peraturan 
Bupan. 

b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi 
Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan 
Bupab Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa '<all 
diubah" terakhir meialui Peraturan Bupat, Bekasi Nornor 31 Tamm 2011 
tentang Perubahan Kehma Atas Peraturan Bupati Belcasi Nomor 3.A 
Tahun 2006 pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan kembati; 

I 

Menimbang; a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggora 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaoopaten Bekasi telah doatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis 
pelaksanaannya perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati; 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR B TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER OAN KEUANGAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

I 

TENTANG 

NOMOR 20 TAHUN 2012 

PERATURAN BUPATl BEKASI 



2 liroang-llndang Nomor 9 Tahon 2010 ,entang Keprotokolan 
(lemt>aran Negara Repllbf1k ln<lonesia Tahun 2010 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5166); 

3. Uodang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke<Jangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara ReP<Jblik lndooes<a Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republfk fndoneSia Tahun 2004 
Nomor S, Tambahan tembaran Negara Republrk Indonesia Nornor 
4355); 

s. Undang·Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pememtahan 
oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No<nor 
125, Tambahan Lembaran Negara Repubiil: Jndoflesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah diubah beoerapa kah, terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

6. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtln 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 cenrang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalalan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Oaerah, dan De-wan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nornor 5043); 

8. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomo< 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090}; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No<nor 
4416) sebagaimana telah diubah bebe<apa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahar. 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang 
Keduaukan Prctokoler dan Keuangan P,mpinan dan Anggota Dewan 
Pe.wakilan Rakyat Dae<ah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndones,a Nomor 4 712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
PrOWlSl dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran 
,........__ n---.1,,,.1..;t. f-A.-..-,.~:~ T-'"'--,..,. "lnn'7 -..,..,.-Ar O"l T,...,...,.,_h,..,. 

- 



PERATURAN BUP.<,TI SEKASI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 
PERATURAN BUPATJ BEKASl NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG 
PETUNJUK PaA.KSANAAN PERATURAN DAER.AH KABUPATEN BEKASJ 
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS Pi:RATURAN 
DAEP.AH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEOUOUKAN PROTOKOlER 
DAN Kf\JANGAA PlMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAK!lAN 
RAKYAT DAEAA/f KABUPATEN SEKAS!. 

MEMlJTUSKAN : 

13 """""""" F'€menr.tah Nomor 16 Tah<m 2010 tentang Pe<foma, 
Pe- ,usunan o-eracuran Dewan Per..va'<ilan Rakyat Oaerah te<itang Tata 
~- Dewan ?erwaldlan Ra,yac Daerah (Lernbaran Negara Republik 
!oOonesia Tahun 2010 Noo,o, 22, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5104); 

l 4 Peraturan Me<iten Oalam Negeri Nom0< 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

JS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaoa telah diubah 
dengan Peraturan Menter! Da!am Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangao Oaerah; 

16. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpioan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selt! Tata Car.i 
Pengembalian Tunjangan Komunikas, lntenslf dan Dana 
Operasional; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negen 
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah c:fengan 
Peraturan Menter! Keuangan Nornor 7/KMK.05/2008 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Oalam Negen bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil clan Pegawai Tidak Tetap; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl 
Tahun 2004 Nomor S) sebagaimana telah dtubah beberapa ka~ 
terakhir dengan Pe,aturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 fentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi Noroor 
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekas, Tahun 2007 Nornor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor l Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lernbarao Oaerah 
Kabupaten Bekas, Tahun 2007 Nomor l); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebaga,mana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BekasJ 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat C>aerah 
Kabupaten 8ekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Beka..si Tahun 2011 
Nomor 4); 

Menetapkan : 

- 



Pasal 1 
I. Kepala Dae<ah adalah Bupati Bekasi. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setaniutnya disebut DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Bekasi. 

3. P1mpinan DPRD adalah Ketua dan Waki1-Wakil Ketua DPRD. 

~. Alat Kelengkapan DPRD adalah Sadan Anggaran. 8adan Musyawarah, Sadan 
LegisJasi, Sadan Kehormatan serta Korrusi-Komisi OPRD Kabupaten Bek.as.I. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota 
DPRD dan telah mengucapkan s,,mpah/janii berdasarkan ketenwan peraruran 
Perundang-undangan. 

6. Komisi adalah Komisi-komisl ch oalam DPRD Kabupaten Bekasi. 

7. Panitla Khusus adafah Panitia Khusus DPRD yang dibenwk dalam rangka keg,atan 
pembahasan dan pendekatan masalah keglatan DPRD yang bersifat ti<lak tetap. 

8. Fraksi adalah fraksf.fraksi di dalam DPRD Kabupaten Bel<asi. 
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimal<sod datam 

Peraturiln Pe<nerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudul<an Protolro!er dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pe<wakflan Ra~yat Daerah. 

10. Sekretaris DPRD adalah Peiabat Perangkat Daerah yang memimpin Set<retariat 
DPRD. 

11. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah staf Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bekasi dan instans, ia,n yang membantu acau diperbantukan dalam kegiaran DPRO 
l<abupaten Bekasi. 

12. Kunjungan k"fJ• adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaJ<sanaan 
tugas dan fungs,nya 

13. Tunjangan kese)aMteraan ada ah runjangan yang dised•akan kepada Plmpinan dan 
Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, 
rumah Jabatan/rumah ainas aan pe<fengkapannya, kendaraan cfinas jabatan, 
pakaian dinas dan :,enengi<a(xlnnya, uang duka wafat/tewas dan bantuan blaya 
pengurusan jenazai 

14. Belanja penunjang u, ti.,, keg•atan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan 

1. Ketentuan datam Bab I Pasal 1 angka 4 d1ubah, dan ditambah angka baru ya,ru angka 
18, sehingga Pasat 1 berbunyi sebagai berikut : 

Bebe•apa , et._ar,<-......- """"" Peraturen Bupa1i Bel<asi Nomor 3A Tahun 2006 lelltang 
Petun]U1' Pelai<Sanaan i>erau,ran Daera~ Kabopaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 teotang 
P.l<1Jbat.in Aras Peraturan Daerah Kabopaten Bekasl Nomor S Tah<m 2004 tefltang 
Keduduka.n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota ()et.van Perwa.kilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bekasi (Senta Oaerah Kabupateo Bel<asi Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) 
wl,agaimana telah bebereoa kali diubah te<akhlr dengan Pe<aturan Bopati Bekasi 
NQmor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Masi 
Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Be1<asi 
Nomor J Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Kabu(xlten Bel<asi 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmpinan clan AnggOta 
Dewan Perwaknan Rakyat Dae<ah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai beliktt : 

Pasal I 



(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing·masing 1 (satu) rumah dinas oeserta 
oerlenakaoannva dan 1 (salul unit ken<laraan dinas pinjam pakai. 

Pasal 4 

3. Ketentuan detam Bab 11 Pasal 4 ayat (1) dan "Y"' (3) doubah, dall dianvira 
ayat (1) dao ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat bani, yaitu ayat (la), sehingga Pasal 4 
bert>unyi sebagai benkut : 

'1 Plmp,nan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabalan 
bes~a perlengkapannya dan I (satu) unit kendaraan dinas jabatan. 

la) Fasllltas penyediaan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD dtsetarekan dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon !Ia. 

(lb) Untuk kendaraan dinas Jabatan sebaga,mana dimaksud ayat (1), l<epada 
masing·masing Pimpinan DPRD d1berikan bantuan : 

Bahan Bakar M,nyak sebanyak 300 liter/bulan. 

Minyak Pe!umas sebanyak 48 liter/tahun. 

Service suku cadang, sesual peraturan yang be<lal<u (Surat Kep,,tusan 
Bupati Bekasi tentang Standar Harga) 

(2) Belanja Pemellharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan 
dinas jabatan dibebankan kepada APBO. 

(3) DaJam hal Pimpinan DPRD berhenti atau bera\h1t masa balctinya, wajib 
mengemballkan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas 
dalam keadaan baik ke;,ada Pemerintah Daerah paling lambat l (satu) bulan 
sejak tanggal serah terima jabetan, 

Pasal 3 

! ~an delam Bal:> !I Pasal 3 avat (1) dan ayat (3) cfiu:iah, serta <f.antara ayat (I) 
aan avat (2) dlsisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (la) dan ayat (lb), sehingga 
Pasal J berbunyl sebagai berlkut : 

-~,,.., - al - \liW1g yar,: 
Clo!!<aalO ~ Ol'l'.i) ~ 0UC., c:a,;am n<>;:OE 

~eG»1.D7 ~ flioo&_. c:ar, •-Y9J1a DPRD 
~ ~ ~ F!w>a ~.D )""9 ~Y" diset'--• 6f'O 

~ cxn aua1a!: ::.r.; - --"° ,iag, ~ uf'i<D Setiap bula1' 
I..R"~ .r~~ l.egr¥...an c,pe,~a yang ~tan dengan ,epresenra.si, 
~ aan ·~"'l lain goo.a fT'l'€"1ancarkan ;>eJakSa~.aan tug.a$- Pimpinar 
OPRD SE.r.an---P-.an 

1- ~~ 1,.,,,,.,m;x,an ke....,ngan daerah adalar kla$.li.asi/k'aster suatu c!Mrah 
tJllilP,. rneoentukan k'eJompok kemampean keuangan daer-ah tertentu yang 
:ne'...apkan """9<'" formula dasa· penghitungan beSaran TunJ<l<l9an Komunikas, 
ln!l,osl' ®n Seian_,a PenunJang Operasional Pimpillan pada seciap klaster. 

IS. P.eses ac1a1ai, masa pemberhentian pe,-sidangan OPRD KabUparen Bekasi sesudah 
~nya rangkaian rapat-rapat dari suatu masa persidangan yang dapat 
c,g,,na.a~ oleh para anggota untuk meng•dakan k11njun9an kerja dalam wilayah 
~paren Be.sas,. sesual dengan daerah pemilihan P,mp,nanfAAggota DPRO yang 
t,er;angkutan. 



5. Ketentuan dalam Bab Ill Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga 
Pasal 7 berbunyi sebagai benkut : 

r l) Plmpinan atau Anggota OPRD disediakan Pakaian O!nas, Pakaian Olahraga dan 
Pakafan Adat dengan mempemabkan pnnsip penghematan, keparutan dan 
kew-ajaran. 

(2} Standar satuan harga dan kualitas bahan p.akaian ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan yang bedaku. 

(3) Jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah sebagai benkut: 

a. Pakaian Slpll Lengkap (PSl) dengan bahan wool, diberikan I (satu) stet 
untuk l (setu) periode jabatan. 

b, Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan bahan wool, cliberikan 1 (satu) stel untuk 
l (satu) tahun. 

c. Pakalan Sipll Harian (PSH) dengan bahan wool, d berikan l (satu) stet unwt< 
l (satu) tahun. 

d. Pakaian Olahraga, diberikan l (satu) stel untuk I (satu) tahun. 

e. Pakaian Adat Bekasi, diberikan 1 (satu) stel untuk I (satu) periode jabat.m. 

4 ~erenwan dalam Bab II Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga 
Pasal 5 berbunyl sebagai berikut : 

c, Anggota DPRD 

b. Wakil Ketua DPRD 

: Rp. 9.500.000,· 

: Rp. 9.000.000,· 

: Rp. 8.500.000. • 

a. Kellia OPRD 

{)j Dalam h<tl Anggoca DPRD o .oe:rhenbkan atae berakhir mesa baktinya, waJ1b 
mengembal,kan rumah d,oas b€Serta keleflgkapannya Clan kenca111an dinas 
dalam keadaan baik kepada Pernenntah Daerah paling lambat l (satu) buan 
sejak ranggal serah terima 3abatan. 

4 oalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jaba!an 
p1mpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkuran 
d1berikan ttJnjangan perumahan. 

5 Tun1angan perumahan sebaga,mana dimaksud pada ayat ( 4) diberil(;in dalam 
bemuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

6 Sesaran tunjangan perumahan sebagaimana '6maksud pada ayat (5) a<lalah 
sebagai benkut : 

{la Be!anJa oemeih.1ra.>n ,.enoa,-aa,, o,nas ;,onJcm pa,,a, seregam,a,,a c,maksuo 
pad<> ayar (l) a.::anqgung Olell pohas pem niam. 

?i Be!anJa peme1 naraan nimah cl nas Clan per.engl<apannya diberenl<an kepada 
APl!O. 

Pasal 5 



(3) Pelaksanaan penalanen dinas study bandong kepada yang bersangkutan daµa,; 
d,benkan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang beria'<u 

(4) a. Perjalanan dinas dalam daerah berdasarl<an sta-.dar blaya yang d;tetapkan 
Bupat, d'persamaaen deogan Pejabet Eselon ll. 

b. Wdayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, kota Bogoo- dan 
Kab<0Paten Purwa•arta d1sesuaikan dengan srancar biaya yang ditetaplcan 
oleh Bupat,. 

I , ~111ungan kerja daiam rangka pelal<sanaan tugas, lungsi d;!n we..•,enaog OPRO 
d11a"5anakan di dalam dan o, luar Kaoupaten dan k.e.luar Provinsi hanya mtuk 
~.al·ha' penong dan mendes.ak. 

(2) Kunjungan kerja a!at ~elergkapan OPRO dalam ,a,gka study baodiog ke>ua· 
Provins, ditetapkan sebaga berikut : 

a. Sadan Musyawarah dapat metaksanakan kun)l'1gan keria maks,mal 2 (dua) 
f..ali per tahun. 

e, Sadan Anggaran dapat mela\sa.,akan kunjunqan kerja maksima> 2 (dua) 
><ali per tahun. 

c. Sadan L~islasi dapat rneleksaneken kunjungan kerja makSimat l (satu) <all 
per tahun. 

d. Sadan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan ke1')a maksimal I (satu) 
kali per rahun 

e. Komi;i-kom,s, dapat melaksanakan kunjungan kerja mal<simal L (satu) kar. 
oer tahun. 

Pasal 8 

.ao dalam Bab DI Pasal 8 avat (2) dan ayat ( 4) diubah Sl!ITa OilamOdh hunt 
l>aru set ngga Pasal 8 bert>unyi sebagal berikut : 

c. :-eg1a1a11 rapat-rapat. 
d Du~ung.an koordmasi k~iatar pemerintanan dan 1<emasyarakatan . 

lleiall)d p,y,unJa,,g •eg,ata0 sebagair-ra,a (kraksud pad;! ayat (!) OOSUS\JR 
')ef(1asarl.af't Rer,-ca'"'a Keri.a yong o,:etapk.an P'imoinan DPRO. 

zt'11Ca'l<l K~')a seba~a,mana d,maksud pada ayat (2) d;!pat beru;)a kegiat.n : 

a ~'...:nft,nga ... eria 
:) Pen.ngkata1, kaoasuas Somber Daya Mar.usaa dan Profesionaf,sme. 

I 6elar>jil penuniang •egia'C3'· a.<e<1,a>.an ,nM m~rxlukung keia'>cara;, rugas 
tongs, can we,,;,enang OP~O 

Pasal 7 



Rp. 550.000,· / han. 

Rp. 100.000. · I hari. 

f.2. Uang harian (uang saku) sebesar 

f.3 Uang (epresentas. sebesar 

f. Uotuk perjatanan dmas oalam rangka mengi;ruo keg,atan Workshop. BKllek, 
D,klal, Seminar, lokakarya, Raker, Sosiaksasi. Cl,,entasi, Sarasehan, 
Asoslaso DPRO, Forum Komunikasi Sekretaris DPRD, Outbotld dan 
seJernsnya yang tidak menggunakan moda transportasi sebi!ga·mana 
d1maksud datam avat ( 4) hursf d dan yang pelaksaoaannya 
d1selenggarakan oeh pinak penyelenggara doberik;!n uar,g perjafanan dmas, 
uang harian, dan representasi perjalanan dmas sebaga, benku : 

f.l. Uang oerjalanan dmas diberii<;,n l (sate) kar. untuk setiap even, 
kegiatan, besarnya seoerti tersebet pada ayat (4) ooruf c. 

Kelas Fasmtas Hotei Keterangan 

B Bintang_e"'J?:!lt Deluxe 

6 Bmtang_ ernpat S.cnaar 

No. Jabatan 

1. LJnsur Pimp1han 
2. Anggota 

e, J Ucng. tiaria.r terdiri darr : 

Uang Sa~u Rp. 550.000,·/han. 

>Jang 'lakan Rp. 100.000,·/han. 

Uang Transportasi lOkal Rp. 100.000,·/nan. 

P-2 Uang 1cpresentas, sebesar Rp. 100.000,·/han. 
3 ua~g Penginapan 

Btaya pe.nginap.an dalam Provir'lSi Ja· ..... a 8arat dan Provinsr Santen 
ditetapl<an sebesar Rp. 750.000.· / hari. 

Biaya penginapatl uar Provinsi Jawa Sarat dan Provinsi Sant.en 
dises1Jaikan dengan ta . ..,f yang be:Jaku d1 wi'layah ter'Sebut deng.ao 
oenm-tukan : 

tJill>g har.>r' aan uang rep,e.entas, peryal.rnan dnas d terapl<an sebagai • 

Ei<se!<U1>l __ ~Kelas==~l~A~ 
Kelas lA 

Unsur P!mj_)trlan __ B<sru==· ,,.~ I 

Jerus dar. Ke·c:s .Ar,_g_ ~tan 
_ ?~~¥-~·~- Ke:-eU! ~' ~ L~rt ~ 

°"""" ~ - lleb,r damltl p;-;g -...-,;:,,.-.., moo, 
~ -..,..,.. oe,;,:;an lid yang :,e' ..... ~ ~,can SEbaga, 
'Je<>L# 

ds<s-;r £MG,: - ~ ~ ~ s.r_.,.......,., Oe<,;,.s ?t!:",at,a< Es<,lc,n a. 



7. Ketentuan Pasal 10 diubah, seh1n9ga Pasal 10 berbunyi sebaga, benkut: 

1.3. Uang representesi seoesar Rp. 100.000,· / han. 

i.4. e,aya peng,napan sesua, fasil,ros hotel bintang 4 (at cost}. 

Rp. 550.000,· / nan. 
Rp. 100.000,· I hari. 

Rp. 100.000,· I hati. 

Uang saku sebese 
Uang makan sebeser 

Uang transporrasi lokal 

,.1. Uang perJalanan dinassesuai stander yang d,tetapl<an oleh Supat, per 
satu ,ali pe')alanan d'oas. 

i.2. U.ang harian te<diti clan · 

1. uon« perJala~an dinas keluar daerah dalam rangka kunjungao kei,a / study 
banding yang tujuannya selam tersebut pada ayat (4) huruf b dan hurui c 
di ates, yang menggunakan moda transportaSi selain tersebut pada ay,,t (4) 
hucuf d d1berikao biaya perjalanao din.as, uang harian, t.;ang representas, 
dan b,aya peng,napan sebagai bcnkut: . 

Rp. sso.eoa- / nari. 
Rp. 100.000,· / hari. 

h.2. Uang /larian (uang saku) sebesar 

h.J. Uang reoresentss, sebeser 

Unluk perjolanan dinas luar daerah da,am rangka rap.x ke<Ja OPRO yang 
tidak menggunakan moda transportaSi seoaga,mana ayat (4) hunt d can 
diselenggarakan d1 hotel, dibenkan uang perjalanao d•r>as. uang harian dan 
uang reoreseotas, perjalanan dinas sebagal berikut ; 

h. L Uang perjalanan dinas besernva sesuai dengan ayat (4) hll1.lf c. 

g .2. Uari,g hanan (erd1ri darf : 

Uang seku : Rp. 550.000,· / han. 

Uang makan : Rp. l00.000,· / hen. 

Uang transportas, lokal : Rp. 100.000, · / han. 

g.3. Uang representasr sebesar Rp. 100.000,-/hari. 

g.4. Biaya transportasi dan dan rneouju bandara/stasiun/pelabtllan 
sebesar Rp. 400.000,· per orang d b<:rikan sece-a 1umpsum 

g l &a-;a ~ - """ 

&?,-a tls.et""""' kewmian (a, Cost) 

~a Be..;, · ~9 Pass sesca ketertuao. 

&ava akomodas noter sesual ketermian. 

Clr'a5 ,-,.,; •;+; ~ ~ l:'2;::S...Utas, 

~ -. b,aJ tta«u:.os. ~ hit-.an - - 



Besaran TKI bagi P!mpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan OPRO ditetapkan 
dengan Keputusan B\lpati. 

l'asal 11 H 

8, Pada Bab Ill.A Pasal 11.H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

• 
a. Uang perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4). 

b. Uang hanan sebaga,mana dfatur pada Pasal 8 ayat {4) huruff. 

c, Uang representaSi perJalarian dmas sebaga,mana diatur pa<la Pasal 8 ayat 
(4) huruf f. 

(7) Biaya untuk kegiatan peningkatan kapasltas DPRD sebaga,mana te<sebUI pa<la 
ayat (1) dan avat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi. 

4) Dukungan pembiayaan bagi kegiatan pernngkatan SUmber Daya Manusia 
sebaga,mana dirnaksed pada evat (2) dapat dilaksanakan melalLO pengiriman 
peserta atau dengan Cara menyelenggarakan keg,atan sendiri oleh Sekretarlat 
DPRD. 

S) Apabila dilakukan pengiriman peserta untuk kegfatan sebagaimana terseb<it 
pada ayat {2), maka kepada P1mpinan I Anggota DPRD yang be~ngkutan 
<fiberikan , 

a. Uang perjalanan dinas/uang transportasl sebaga,mana diatur pada Pasal 8 
ayat (3). 

b. Uang harian sebagalmana diatur pa<!a Pasal 8 ayat ( 4 ). 

c. Uang represencasl perjalanan dinas sebaga,mana d1atur pada Pasal 8 
ayat (4) 

d. Uang kontribusi pendidikan yang besarnya sesvai dengan Standa, Biaya 
8elanja Daerah. 

(6) Apabila Sekretarlal DPRO menyelenggaralsan kegjatan sendlri sebagaJrT1ana 
tersebut pada avat (4), maka kepada Pimpinan f Anggota OPRO diberikan: 

'\.""1tliaj2an ""'9<,aa ~ ~· l' a.bet,·an untlJA keg>atan bens,,a: 
a Setr.riar- ~ Ooentasi, Sarasenan, Pena10ilcan <fan Pelatina.n, 

&m!JMgan-e,. .s, Na·.snop. LD"2ka;ya, llaker, Aso5'asi DFRD, Forum 
<OtJ\l,n:IC>S! Sel ,eia.,. DPRD, Outbon<i, Penyusunan Bah.in, Pengkajian, 
"ene!aahan, Pembuatan '1askah Akademlk, Penyeoiaan Tenaga Ahli/Pakar, 
Penyediaan Banan Kep..istakaan, Referensi, Penyusunan/Pembaha<an 
Peraruran Dae.rah atau Masalah-masalah khusus fainnya, dilaksanakan 
sesvai tllgas posok, fungsi dan wewenang DPRD. 

b Pendidikan dan Pelatlhan yang bersifat non formal (pend1d11\an rohani/ESQ). 
(3, Dukungan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusaa 

sebagaimana dimaksud peda ayat (2) dJfaksanakan dengan memperhatil<an 
Ofinsip·prinslp kepatutan, kewajaran,. rasional, dan terukur sesuai rencana kerja 
yang ditetapkan Pimpinan OPRD. 

' 

-- .,..,,,::,avaan k~ """"" 
t,::,a...,...,., =="' Dita -.,,;.. =' "mfcSo"a .s,,e lla.ae eis,,_,,. llPRD 
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"eraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkao dengan Perawran Bupab 
S,,..J<a51 NomOf 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
¥,ioupaten Bekasi Nomor 3 Tahur. 2006 tentang Kedudukan Protoko!er dan Keuangan 
Ptmpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berikut perubahan-perubahannya. 

BAB IV 
Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan ir.i, maka segata ketentuan yang mes,gatur hal yang 
saona tentang kedudukan keuangan Pimpioan dan Anggora DPRD dinyatakan lidak 
!:>e<1aku, 

e, 6iava kegiatan.reses sebagalmana tersebut pada huruf b cfibebankan l)<lda AP80 
Kz:bupaten Bekasi. 

,.,,_, rese; bag, P>mp,nan dan Anggota DE'RD diatur sebagai berikut: 

.._ • ....,_.,,tan -eses oapa: dtaksanakan 3 (tisa) ka11 dalam 1 (satu) tahtm dengan -'tu pa•~ lama 6 (enam) han ke,ja dalam 1 (satu) kali reses. 

~= rangka <egiatan reses diberikan b!aya perjalanan d!nas sebagaimana 
=llsud oada Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati ini dan diberikan belanJa 
perou;,u119 kegiatan. 

Saan;a pendukung kegiatan reses sebagaimana d;maksud huruf b tefSebut 
otas adalah untuk paling banyak 2 (dua) kari pertemuan, masing-mas,ng 

.,.,,..,iuan dengan Jumlah undangan sebanyak 120 (seraws dua puloh) orang. 
;roa<' relanja pendukung keglata reses, sebagaimana dimaksud huruf b adalah 

~i'· oeriket : 

Seianja mak.anan dan minuman, sesuai Standar Bia-ta Belanja Daerah; 

~a pelaporan, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah; 

Boaya dokumentasi, sesuai Standar Biaya BelanJa Dae<ah; 

Siaya penggandaa11 dan seminar kit, sesuai Standar Siaya Bclanja Daerah; 

S.aya spandui<, sesuai Standa, Biaya Be!anja Daerah; 

S.aya sewa kursl, =•i Standar Biaya Belanja Daerah; 

e,aya sewa tenda, sesuai S!andar Biaya Belanja Daerah; 

S,aya sound system, sesuai Standar Biaya Belanja Daerah. 

Pasal ~2 

IIA!lfil8 



- 

. <::::' £);::,,·....__ 
I f.Jrl; NENENG-ttASIO'IAH YASIN 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
Pada tanggal 17 Oktober 2012 

/.I Y.PATIBfKftS!P. 

~..,. m.M• berlaku pada tanggal d1undangkan. 

.._ seoap o.-ang mengetahuinya, memenntahkan pengundang,m peraturan lnl detlgan -=ya dalam Berita Daerah Kabupaten ~asi. 

Pasal II 


